
 
PEMERINTAH  KABUPATEN BANGKA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT 

 
NOMOR    8  TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2005 
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANGKA BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah perlu 
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap ketentuan 
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat daerah Kabupaten Bangka Barat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka 
Barat; 

 
Menimbang : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4548); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Provinsi sebagai  Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4695); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

 

  

DDeennggaann  PPeerrsseettuujjuuaann  BBeerrssaammaa  

  

DDEEWWAANN  PPEERRWWAAKKIILLAANN  RRAAKKYYAATT  DDAAEERRAAHH    KKAABBUUPPAATTEENN  BBAANNGGKKAA  BBAARRAATT  

ddaann  

BBUUPPAATTII  BBAANNGGKKAA  BBAARRAATT  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN 
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT. 

 

 

 

 



Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 1 
Seri E), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 
2006, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 dan angka 20 diubah, 
sehingga keseruhan berbunyi sebagai berikut : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. 

2. PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh  aaddaallaahh  BBuuppaattii  bbeesseerrttaa  ppeerraannggkkaatt  ddaaeerraahh  

oottoonnoomm  yyaanngg  llaaiinn  sseebbaaggaaii  BBaaddaann  EEkksseekkuuttiiff  DDaaeerraahh.. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 

4. DDeewwaann  PPeerrwwaakkiillaann  RRaakkyyaatt  DDaaeerraahh  yyaanngg  sseellaannjjuuttnnyyaa  ddiissiinnggkkaatt  

DDPPRRDD  aaddaallaahh  DDeewwaann  PPeerrwwaakkiillaann  RRaakkyyaatt  DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  

BBaannggkkaa  BBaarraatt.. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat 

6. Anggota DPRD adalah Mereka yang diresmikan 
kenggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka 
Barat dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam menyelenggarakan 
tugas dan kewenangannya. 

8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat perangkat daerah yang 
memimpin sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Barat. 

9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan 
kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, 
perlakukan dan tata tempat dalam acara resmi atau 
pertemuan resmi. 

10. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan 
atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, 
tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan 
penghormatan kepada sesorang sesuai dengan jabatan dan 
kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. 

11. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga 
Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, 
Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya. 

12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara 
dalam acara kenegaraan dan acara resmi. 

13. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi 
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah 
Daerahdan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara 
kenegaraan atau acara resmi. 

14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan 
pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, 
Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu 
dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 



15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat 
sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat. 

16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 
Pimpinan  dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat dalam 
menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 

17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat 
karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan 
Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat. 

18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang 
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD 
sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil 
Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau 
Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau 
kelengkapan lainnya. 

19. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang 
yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap 
bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah 
pemilihannya. 

20. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang 
disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk 
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna 
melancarkaan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari. 

21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan 
berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian 
dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah 
jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapan kendaraan dinas 
Jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi anggota 
DPRD dan perlengkapannya. 

 

2. Ketentuan Pasal10.A ayat (2) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 10.A 

(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan 
lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif. 

(2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) 
kepada pimpinan DPRD disediakan Dana Belanja Penunjang 
Operasional. 

 

3. Diantara Pasal 14.A, dirubah menjadi 3 ayat, Pasal 14.B 
dirubah, Pasal 14.C dan Pasal 14.D dirubah, dan ditambah 
Pasal 14.E, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 14.A 

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 10.A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali Uang 
Representasi Ketua DPRD, dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan daerah. 



(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu : 

a. bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada 
kelompok tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten diberikan paling 
banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua 
DPRD; 

b. bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada 
kelompok sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten paling banyak 
sebesar 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD; 

c. bagi daerah yang kemampuang keuangan daerah pada 
kelompok rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi 
pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten diberikan paling 
banyak sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua 
DPRD. 

(3) Pengelompokan Kemampuan keuangan daerah untuk 
Kabupaten/Kota, diatur sebagai berikut : 

a.  diatas Rp 400.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) 
dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;  

b. antara Rp 200.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) 
sampai dengan Rp 400.000.000,00 (empat ratus milyar 
rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan 
daerah sedang; dan 

c. dibawah Rp 200.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) 
dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah 
rendah. 

Pasal 14.B 

(1) Dana belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10.A ayat (2) disediakan bagi pimpinan DPRD 
setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

(2) Dana belanja penujang operasional, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu : 

a.  bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah 
tinggi, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak 
sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD 
ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi 
seluruh Wakil Ketua DPRD; 

b. bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah 
sedang, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak 
sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD 
ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang 
representasi seluruh Wakil Ketua DPRD; 

c. bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah 
sedang, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak 
sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD 
ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah uang 
representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. 

 

 

 

 



Pasal 14.C 

Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 14.A dan besaran BPO bagi Pimpinan 
DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.B ditetapkan 
dengan keputusan kepala Daerah sesuai dengan Kemampuan 
APBD. 

Pasal 14.D 

BPO Pimpinan DPRD dipergunakan : 

a. representasi antara lain menyampaikan berbagai informasi 
dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan 
dan mensyaratkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota 
DPRD. 

b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan 
transportasi. 

c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara 
kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan 
pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada 
Kepala Daerah, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-
tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian 
bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang 
sifatnya incidental. 

 

Pasal 14.E 

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14.A dibayar terhitung mulai tanggal 1 Januari 
2007. 

(2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14.B dibayar terhitung mulai tanggal 1 (satu) 
bulan berikutnya setelah Peraturan Pemerintah Nomor 21 
2007 diundangkan. 

 

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga berbunyi, 
sebagai berikut : 

Pasal 15 

(1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada 
APBD. 

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD 
atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10.A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang 
perpajakan. 

 

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah sehingga berbunyi, 
sebagai berikut : 

Pasal 26 

(1) Sekretariat DPRD menysun belanja Pimpinan dan Anggota 
DPRD yang terdiri atas Penghasilan Penerimaan lain, 
Tunjangan PPh Pasal 21 dan diformulasikan kedalam 
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah 
(RKA-SKPD) Sekretariat DPRD. 



(2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, Pasal 10.A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 
dianggarkan dalam Pos DPRD. 

(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 
dan Pasal 21 serta belanja penunjang kegiatan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dianggarkan 
dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis 
belanja-belanja sebagai berikut : 

a.  belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja modal. 

(4) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD seseuai dengan 
ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang 
pengelolaan keuangan negara. 

 

 
PASAL II 

 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Pelaksana di 
bidang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, yang 
telah dikeluarkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau 
belum diubah dengan Peraturan Daerah ini. 
 

 
PASAL III 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Barat. 

 
 
       Ditetapkan di Muntok 
       Pada tanggal 6 Juni 2007 
       BUPATI BANGKA BARAT, 
 
        dto 
 
       H.PARHAN ALI 
 
 
Diundangkan di Muntok 
Pada tanggal 11 Juni 2007 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA BARAT, 
 
       dto 
  
RAMLI NGAD JUM 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 2  SERI  E 

 
 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT 

NOMOR  8 TAHUN 2007 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2005 
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA 
BARAT 

 
 
I. UMUM 

  
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat 
sebagaimana telah diubah satu kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 
2006. perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dan menciptakan kondisi sosial 
ekonomi negara yang baik dan seimbang. 

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan 
Anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan 
Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan 
menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada pimpinan DPRD, secara kolektif 
disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD. 

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan kemampuan 
keuangan daerah yang dikelompokan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni daerah dengan 
kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah. Selain itu penyediaan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan. 

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah / 
Wakil Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD yang masing-masing memperoleh dana 
operasional. Sejalan dengan itu penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 
DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan 
pribadi. 

 
 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 
Angka 1 

Cukup jelas. 
 

Angka 2 
Pasal 10A 

Cukup jelas. 
 

Angka 3 
Pasal 14A 

Cukup jelas. 
 
Pasal 14B 



Yang dimaksud dengan “disediakan” adalah penyediaan anggaran dalam Pos 
Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk 
keperluan pribadi. 

Pasal 14C 
Cukup jelas. 
 

Pasal 14D 
Cukup jelas. 
 

Angka 4 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
 
Angka 5 

Pasal 26B 
Cukup jelas. 

  
Pasal II 

Cukup jelas. 
 

Pasal III 
Cukup jelas. 

 
 

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 21 

 
 
 
 


